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BI]PATI PIIRIGI UOI'NOI|G,

bahwa Hum.an ImmunodeficiencE Virus-Acquired Immuno
bficiencg Sgndrome (HIV-AJDS) adalah virus pemsak sistem
kekeba.lan tubuh manusia yang proses penularannya sulit
dipantau, meningkat secara signifkan dan tidak mengenal
batae wilayah, usia, atatua sosid, dan jcnis kelamin;
bahwa perkembangan pcnyebaran Human Immunodeficiency
Virus-Aquired Immuno Deficiencg Syndrcme (HIV-AIDS) di
Kabupaten Kebumcn seraakin nrcngkhawatirkan dad tahun ke
tahun sehingga dapat mengancatn dcrajat kesehatan
maeyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia;
bahwa untuk mcnanggulangi Human Immunodeficiency Virus-
Aquired Imrnuno Defrciency Syndrcme (HIV-AIDS) serta
menghindari dampak yang lebih bcsar di bcrbagai bidang perlu

-"ngat tt langkah stratcgis sebagai uPaya untuk pcnc'egahan,
penanganan, dan rehabilitasi;
Lahwa berdasatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalo"' huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mcnctapkan
Peraturan Bupati tentang Pcnanggulangan Hunon
Immunodeficiency Virus-Aqttired Immuno Defiaencg SAndrome;

Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 1997 tcntang Psikotropika
(L,cmbalan Negira Republik tndonesia Tahun 1997 Nomor lO'
io-'tbahan Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 3671);
Undang-Undalg Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan

united-Nations bonuention Ago;i'.8t nhcit Tralfic in Narcotic Drwgs

And Psgctotropic Substances, f988 (Konvcnsi 
- 
Perscrikatan

Bangsa-Ealgsa tentang Pembcrantasan Percdaral Gclap

N;;;tik. oln e"*ottopitca, 1988) (tcmbaran Negara Republik
itrJot""i" Tahun 1997 ilornor 17, Ta'bahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3673);
tin?"ttg-U"aang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

il;"L (Lcmbiaran Ncgara Rcpublik Indorrcsia .Tahun 1999

i.i.-.i lo5, Tarnbahan 
'i-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor ll Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan
io"iuf -lk-U"t:"tt Ncgara Republik Indoncsia- Tahun 2oo9

X.-.t fZ, Tambaha; Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4967);
U"a"oe-U"d;tg Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika

G-#; Negia Republik Indoneaia Tahun 2oo9 Nomor 143'

ir-U"ft"rr l.ciUaran Hegara Republik Indonesia Nomor 5062);

: l.

2.

?

4.



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehateur
(lcmbaral Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO9 Nomor 144,
Tanbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (l,cmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (tcmbara,n Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, T"'nba]ran
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentarg Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintahart
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 165, Tombahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4593);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 29);

I I.

Peraturan 
'Presiden Nomor 75 Tahun 20O6 tentang Komisi

Penanggu langan AIDS Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang
Pcdoman Pclaksanaan hogram Jaminan Kcsehatan Nasional
(Berita Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Ta-hun
2014 tcntang Penalggulangan Hum.an Imrnunodefciency Virus,
Aquired lmmuno Deficiency Syndromc Dan Infeksi Menulak
Scksual (Lcmbaran Dacrah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2014 Nomor 54, Tambahan lcmbaran Dacrah Provinsi Sulawesi
Tengah 4O);
Pcraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Kewenangan
Parigi Moutong (t embaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2OO8 Nomor l8 Scri D Nomor 44, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor IOO);
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Dalam Pcraturan Bupati ini yang rlinaksud dengan:
l. Dacrah addah Kabupatcn Parigi Moutong.
2. Kabupatcn ada.lah Kabupaten Parigi Moutong'
3. Pcmc-rintah Daerah aaatan nupati sebagai unsur pcnyclcnggara Pemerintahan- 

Daerah yang mcmimpin petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

6.

.7

10.

12.

tJ.

4.
5.

6.
7.

kewenangan daeralt otonom'
Bupati adalah Bupati Parigi MoutonS.
Saiuan Ke{a Perangkat Daera}r, yang selanjutnya disingkat- SKPD adalah

Perangkat bacrah fada Pemerintah Dacrah Kabupaten selaku Pengguna

Anggaran/Barang
Dirils Kesehat".rlaaan Dilas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong
Rumah Sakit Umum Daerah, yanB selanjutnya disingkat RSUD Anuntaloko Partgt'

RSUD Raja Tombolotutu aan RSUO Pratama Moutong adalah Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupatcn Parigi Moutong
p"""lx"""fr"tan Masyarakat, lang selanjutnJra discbut Rrskesmas adalah Pusat

Keschatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong'
8.

ll,



9. Anggaran Penctapatan dan Belanja Dacrah, yang sclanjutnya +:9gkat APBD
- 

"afftft 
Anggaran Pendapatan darr Belanja.Daerah Kabupaten Parigi Moutong'

10. Penanggulangan adai ""gtl" "ptyt 9T..lttett"tt yang dilakukan meliputi
-- 

kegatfr pen--egahan, penanganan dan rehabijitasi'
tt. i"7i"i i^^uioa"train y Virus, ytng selanjutnya disingkat HIV adalah Virus
-- 

p."v"t"u Aqrirei t^iino D.fid;""y Sgndi:ne. y^ng digolongkan sebagai jcnis

i"r'g- al""u"i retrovirus y"ttg 
- 

^"ttylt"ig .sel darah putih dan mclumpuhkan

sistem kekebalan tubuh i"ll iit.-iut dal""' cairan tubuh penderita, misalnya

darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu'
n. -eq,r-iii iiino Oeficieicy Sgndrone, yang selanjutnya disingkat AIDS atau

Sindroma p"rr,r-rr.t i"li"bian Tubutr Dapatan adalah kumpulan gejala

penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kckebalan tubuh

manusia sehingga O"* ,"h; tuUuh mele-mah dan mudah tedangkit penyakit

infeksi.
13. O;;; dengan HIV-AIDS, vans selatrjutnva disingkat oDFIA- i9il*-o:.1i9 vans

sudah terinfeksi Hrv blll i,Ji t"rt"p u"li.rm ada lejala maupun yang sudah ada

gejala penYakit ikutan
14. Ofang yang bertemPat tingq4 dengan pengidap HIV-AIDS' yang sel'njutnya
' at\-ir.ii o:nroHe aaarJ ffat'g "t":" 

keiuarga dtti otattg ys4g sudah tertular

HIV-AIDS.
15. Pencegahan adalah upaya memutus . mata 

. 
rantai penularan HIV-AIDS di

masya,rakat, t"^,"-. tiid-pok rawan darr rentan tertular dan menularkan HIV-

AIDS.
16. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan' dukungan

dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA agar dapat

hidup lebih tama secara positif, berkualigf a". memiliki aktivitas sosial dan

ekonomi sccara normal seperti masyarakat lainnya'
17. Pelayanan adalah perawatan dan pcnSobatan untuk meningkatkan derajat

kesihatan ODHA yang dilakukan o1"6 l6noga kesehatan'
lg. Rehabilitasi adalah 

"ri"t., 
,rp"y" untuk memulihkan dan mengembangkan oDHA

dan oHIDHA y.rrg -t"g"l;; disfungsi sosial agar dapat melaksanakan tungsi

sosialnya secara waj ar.
19. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten' yang sclanjutnyl disingkat KPAK

adaleh lcmbaga yang irelakukan upaya pcnanggulangan HIV-AIDS di.Kabupaten'

zo. r,,r""v"rar."t "l"r-"rr ""ti"p "i.tr! "ti.o 
t"iompot otani yang berdomisili di wilayah

KabuPaten.
Z r. i.rier.3i Menular Seksual, yang selanjutnya disingkat IMS adelah infeksi yang

dapat menular dan d'itularkan mclalui hubungan scksual'
22. Keiompok rawan adalah kelompok yang mempunyai pcrilaku b"t",:Y tu*

terhadap penularan iry-rupS meUputi lekcrja seks' pclanggan peke4a seks'

orang yang ue.gant -ganti pasangan seksual,-pria bcrhubungan seks dengan pria'

waria, naripidana, anak jalanan, Pengguna NAIZA Suntik bcscrta Pasangannya'
23. Konseling "dal"h "rr"trt 

dialog antara seseorang yang bermasalah .atau klicn

dengan orang yang menyedialan pelayanan konscling atau konselor dengan

a,.,i,rL rrntrti-em6crdayikan klicn- agar mernpu menghadapi permasalahannya

dan sanggup mengambil Leputusan yang mandiri atas Permasal€hal !ei::9but
24. preuention Mother to ciu.ivarrsmxi;ru iang selanjutnya disingkat PMTCT adalah

pencegahan pcnularan HIV-AIDS dari ibu kepada bayi atau anaknya (PPIA)'

25. ir{arkoTjka, tsikotropika dan zelt adiktif lainnya yang selanjutnya_ disingkat NAPZA

adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

TahunlggTtentangPsik-otropikadanUndang.UndangNomor35Tahun2oo9
tentang Narkotika.

26.Penggu."naNAPZASuntikyangselanjutnyadisebutPcnasunadalahsetiaporang
y.r,f-"tggtt akan narkotiki, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik
ierriasuk lasien/orang sakit dan berhak untuk mcndapatkan layanan kesehatan,

dan upaya pengobatan/Pemulihan ketcrgantunSan NAf!{'- -. .

2T.TesHlVadalahtesdarahyangdilakukanbaikmelaluiYCt|VoluntaryCounse|ing
and Testing) atau PITC 1i+oiae, hitiated Testing and counselingl .dan dijamin

kerahasiaainya dengan informed @n@nt meldui gabungan konseling (pre-test

counseling, iesrrng HMarr post-tes! ounselingil yang digunlkan untuk

-"-""tili- apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara

rgendeteksi adanYa antibodi HIV.



28. Vofuntary Counseling Test (Tcs HIV Sukarcla) yang sclanjutnya disingkat VCT
adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijnrnin kerahasiaannya dengarr
informed @'1.cgnt mclalui gabungan konscling (pre-test @rtnseling, tesfing HIV dan
post-test counseling) yang digunakan untuk memastikan apalah seseorang sudah
positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam
sampel darahnya.

29. Provider Initiated Testing and Counseling, yang selanjutnya disingkat PITC adalah
petugas kesehatan yang berinisiatif untuk tes HIV pada pasien yang berikutnya
dilakukan konseling.

30. layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin
masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan
penularen HIV-AIDS.

3 f . Skrining addah tcs anonin yang dilakukan pada sampel darah darr produk
darah, sccret (vagina, anus, penis), jaringan dan organ tubuh.

32. Penjangkauan adalah pcmberian informasi IMS dan HIV-AIDS kepada kelompok
rawan dan rentan terinfeksi HIV-AIDS.

33. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai te{adinya
perubahan perilaku.

34. Tenaga Kesehatan adalah sieeorang yang me'niliki kompetensi dan pengakuan di
bidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.

35. Kondom adalah samng karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan alat
kelarrrin perempuan pada waktu melakukan hubungan scksual dengan maksud
untuk mcncegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagat
alat kontrasepsi.

36. Perilaku Seksual Bcresiko adalah
penularan HIV-AIDS.

perilaku seksua.l yang berpotensi terjadinya

37. parnpak Buruk atau Hann Reduction adalah progran pencegahan dan
penanganan HIV-AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan ,NAIZA
suntik yang merupakan pendekatan pragpatis kesehatan guna meresPon ledakan
infeksi HIV-AIDS di kalaagan pengguna alat suntik.

38. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan sepcrti yang dimaksud dalam
Undang-Undarg Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

39. Obat Anti Retro Viral adalah obat-obatal yang dapat menghambat perkembangerr
HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses mcnjadi AIDS.

40. Infeksi Oportunistik adalah penyakit yang ditimbulkan oleh organismc yan6l
dslarn keadaan tubuh normal tidak menirnbulkan penyakit atau mudah diatasi
oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak
marnpu mcngatasinya sehrngga menimbulkan penyakit.

4 1 . Obat Infeksi Oportunistik adalah obat-obatatr yang diberikan untuk infeksr
oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

42. Lcmbaga Swadaya Masyaral<at selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non
Pemcrintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan
pencegahan HIV-AIDS menurut prinsip dan ketentuan pcraturan perundang-
undangan yang berlaku.

43. Upaya Keschatan adalah sctiap kcgiatan untuk memclihara dan menrngkatJcan
keschatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.

44. Kclompok Dukungal Sebaya adalah kclompok ODHA yang mendukung scsarna
ODFIA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

45. Perlindungan adalah upaya mclindungi masyatakat dari penularan HIV-AIDS.
46. Perlindungan bagi ODHA adalah melindungi ODHA dari hak dan kewenangannya

sebagai masyarakat.
47. Dukungan adalah upaya baik dari scsama ODFIA maupun dari keluarga dan

masyarakat sekrtar kepada ODHA.
48. Care, Suppoft and Treatment yang selanjutnya disingkat CST adalah upaya tenaga

kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
49. Sunl.re:ilans HIV atau sero-s)rueilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data

tentang infeksi HIV yaig dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi
tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV-AIDS
untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS' dimana tes
HMilakukan tanpa mcnyebutkan identitas (unlinked anonAmous).



50. Sun eilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentarrg perilaku yang
berkaitan dengan masalah HIV-AIDS serta dilakukan secara berkala guna
memperolch informasi tentang besaran masalah dan kecenderungurnnya untuk
perumusan kebij akan dan ke giatan penalggulangan HIV-AIDS'

BAB tr
ASAS, MAIGTUD DAII TUJUAN

f,rgiqn t(6341q
A!as

Peral 2
penalggulanggan HIV-AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan,
kesamfin kel-udukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan.

Baglan Kcdua
l[at ud

P.rd 3
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. untuk memberikan perlindungan masyarakat dari resiko penularan HIV-AIDS:

dan
b. untuk memberikan pelayanan penderita HIV-AIDS'

Bagtaa Kctlga
TuJua!

Pacal 4
Penanggulangan HIV AIDS bertujuar untuk :

a. -.iitrgt"tt "tt derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulang
penularan HIV-AIDS;

b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang

cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga

mampu menanggulangi penularan HIV-AIDS;
c. melindugi maslaratat terhadap segala kemungkinal kejadian yang daPat

menimbulksn penularan HIV-AIDS;
d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan uPaya

pcnanggulangan HIV-AIDS;
e. meninglatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV-AIDS:

f. mencegah dan memutus rantai penularan HIV-AIDS;

c. memberikan perawatan dan pengobatan bagi ODHA; dan
h. meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III
PTI TELENGGARAAN PENANGGT'L/IT{GAN EIV.AIDS

Bagla! Keaetu
KcbtJalaa dan Stretcgl

Paregnf 1
KeblJakaa

Pesel 5
Kebijakan penanggulangan HIV-AIDS meliputi :

a. p"".ttdguttttittt HIV-AIDS hanus memperhatikan nilar agama dan budaya' norma
L.-""!Ltt"iatt, menghormati harkat dan martabat manusia' serta

memperhatikan keadilan dan kesetaraal gender;
b. menintegrasikan penanggulangan HIV-AIDS dalam program pembangunan dr

tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
c. perianggulangan HIV-AIDS dilakukan secara sistematjk dan terpadu, mulai dari

peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan
dan pengobatan bagi ODHA;



c.
h.

d. penarggulangan HIV-AIDS dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah
secara bersa-ura berdasarkan kemitraan;

e. kelompok rawan dan ODHA berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV-
AIDS; dan

f. dukungan kepada ODHA yang rniskin bertujuan untuk pemberdayaan dan
mempertahankan kehidupan sosial, ekonomi yang layak dan produktif.

Paragraf 2
Stratetl

Pasal 6
Strategi penanggulangan HIV-AIDS meliputi :

a. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan;
b. meningkatlan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatar;
c. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatJ<an akses prograrn

mitigasi sosial bagi mereka yang memerlukan;
d. penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
e. meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan mobilisasi

pEnggunaan sumber dana di Semua tingkat;
mengembangkan intervensi struktural;
penerapan trrrencanaan, prioritas dal i.mplementasi program berbasis data;
memberdayakan individu, keluarga, masyarakat dan kelompok masyarakat,
swasta dan LSM dalam pencegahan Hry-AIDS di lingkungannya;
meningkatkan kemampuan dan memberdayakan individu, keluarga, masyarakat
dan kelompok masyarakat, swasta dan LSM yang terlibat dalam upaya
penanggulangan HIV-AIDS melalui pendidikan dan pelatihan yang
berkesinambungan;
meningkatkan dan memperluas uPaya pencegahan yang efektif dan efrsien;
mcningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta mjukan
untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODFIA yang memerlukan akses
perawatan dan pengobatan; dan

l. meningkatkan survei dan penettian serta menyelenggarakan monitoring dan
evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program penanggulangan
HIV-AIDS.

Baglatr Kedua
Largtrh dr! Kogtrtan

Paregnf 1
Pctrccagelrea IIIV-AIDS

Pessl 7
kngkah pencegahan HIV-AIDS dilakukan melalui uPaya :

a. liegiatan promosi perubahan perilaku melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
b. kegiatan penyrluhan, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

l) Pendalaman dan penghayatan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan
masing-masing mengenai larangal dan bahaya perilaku seksual beresiko;

2) Tidak melakukan hubungan seksual beresiko;
3) Saling setia kepada pasangannya atau tidak berganti-ganti pasangan seksua-l;
4) Peningkatan kesadaran penggunaan kondom pada setiap hubungan seksual

beresiko;
5) Peningkatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, IMS dan HIV-AIDS;
6) Tida* menggunakan jarum suntik secara bergantian; dan
7i Merneriksakan diri secara dini dan berkala terhadap penyakit IMS dan HIV bagi

yang melakukan perilaku seksual beresiko.
menyediakan layanan IMS, VCT, PITC dan PMTCT;
mengawasi dal mengontrol darah dan produk darah yang bebas HIV;
rnencegah penularan HIV-AIDS pada Penasun melalui hann reduction;
meningkatlan kewaspadaan umum;
meningkatkan perlindungan pada anak dengan melakukan konseling pada calon
pengantin sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;

J.
k.

d.
e,
f.

c.



h. meningkatkan pencegahan penularan HIV dati ibu ke anak, dengan mewajibkaur
kepada ODHA hamil untuk melahirkan dalam Pengawasan Tenaga Aht; dan

i. mencegah penular.rn HIV-AIDS dari Jenazah ODFIA melalui pemulasaraan
jenazah yang dilakukan oleh Tenaga Terlatih.

Paragraf 2
Petraagaraa III9-AIDS

Pasal 8
Langkah penanganan HIV-AIDS dilakukan melalui upaya :

a. meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, meliputi :

l) Dukungan pelayanan Klinik IMS;
2) Dukungan pelayanan VCT dan PITC;
3) Dukungal pelayanan CST dan PMTCT;
4) Ketersedial obat, bahan habis pakai dan reagensia; dan
5) Dukungan pelayanan Infeksi Oportunistik.

b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehat:ur
HIV-AIDS; dan

c. 'meningkatkan penjangkauan dan pendarnpingan bagi kelompok rawal ODHA-

Paragnf 3
Rchabllltagt BIII-AIDS

Pa!81 9
Langkah rehabilitasi HIV-AIDS bagi ODHA dan OHIDHA dilakukal mela'lui upaya :

a. motivasi dan diagnosa psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. bimbingan mental spiritual;
d. birnbingan sosial dan konseling psikososial;

pelayanan aksesibiJitas ;

bantuan dan asistensi sosial;
bimbingan resosialisasi ;

bimbingan lanjut;
rujukan;
pendidikan dan pelatihan; dan
kelompok dukungan sebaYa.

BAB IV
KOMISI PEI{AXGGI'I.AI| GAI{ AIDS

Pasel 10
(l) Dafam rangka penanggulangan HIV-AIDS-di Kabupaten dibentuk KPAK'

iii p.-U.rrt rflr, 'KpAK-iebag-aimana dinaksud pada ayat ( l ) ditetapkar dengan

Keputusan BuPati.

BAB V
TANGGT'ilG JAWAB, KSWA'IBAN' L/\RANGAII DAI{

SAIII(SI ADMIMSTRATIF

Bagiea Kcretu
TaaSgult Jaseb Pcmcrlntah Dacrah

Peral 1 I
Pemenntah Daerah bertanggungiawab untuk: 

-
.. 

- 

-""g"-U-tgkan kebij&an"yang menjagun efektivitas usaha pcnanggulangan

HIV-AIDS untuk melnii"ei ;""i"t"k"i dan penularan HIV-AIDS serta ODHA dan

OHIDHA dari stigma, diskriminasi, dan penyiksaan;

b. mendorong pengemUangan a91, n9nlir{aVaan. masyarakat dalam rehabilitast

kelompok resiko trnggi 
"tttV-RIOS- U"'basis pendekatan keagamaan ' sosial' dan

;tk;ilg" yang berdampJ positif terhadap pinanggulangan HIV-AIDS;

e.
f.

h.
I.
j.
k.



C. mernf€s itasi orang yang berperilaku resiko trnggi dan yang terinfeksi HIV-ArDS
lll1l^i:-p:.-.lch. hak layanan kesehatan di R;;ah Sakit, puskesmas setempat,oan/arau urut pelayanurn kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan unitpelayanan keschatan tersebut;
melindungi hak asasi orang yang terinfeksi HIV-AIDS serta menjaga kerahasiaanidentitas orang yang terinfeksi HIV-AIDS: dan
membcrikan bentuan perlindungan sosial kepada ODHA dan OHIDHA.

Bsrdra l(edua
KcwqJtban

Prrd f2
Sctiap.- orang yang melakukan tcs HIV-AIDS untuk kepcrluan surueilans danpemeriksaal. HIV-AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan ""g-",orgarr, dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unliiked
anonvmous.

d.

e.

(l)

(2) Setirp- or.rng yang bertugas melakukan tes HIV-AIDS untuk keperluanpengobatan, dukungan dan pencega-han penularan terhadap kelompok
berperilaku resiko tinggi termiisuk ibu havnil wajib melakukan konsiling sebelum
dan scsudah tes.

(3) Seti"n.. or:rng yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya mengetahui ataumeniliki inforrrasi status HIV-AIDS seseorang, wajib merahasiakannia.
(4) Petugas kesehatan wajib mendorong setiap orang yang beresiko terhadap

penularan HIV dan IMS untuk mcmeriksakan kcsehatannva ke klinik vcr.(5) Penyedia layanan kesehatan w4iib oemberikan layanair kepada ODFIA ranpa
diskrirninasi-

(6) Seti, ap or.rng yang telah mcngetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS wajib berobat,
melindungi dirinya dan pasangannya dari resiko terjad.inya penulaia' melalui
fasilitasi VCT.

(7) Setiap 
-91ang 

yans berhubungan scksual dcngan seorang yang diketahui ataupatut diduga bahwa dtinya. dan / atau pasangannya terinrtrci nrv-AIDS wajib
melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom, kecuali dalam

_ pengawasan Tenaga Ahli dalam rangka mendapatlan keturunan.
(8) setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alat cukur, iarum suntik,jarum tato, jarum akupuntur atau jenis jarum, dan /atau peralatannya pada

manusia wajib menggunakannya secara steril.
(9) Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan HIV-AIDS wajib

melaksanalan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang
baku.

(lolsetiap .-orang yang beresiko tinggi terjadi penularan HIV dan IMS wajib
memeriksa-kan keseh atannya secara rutin.

(r r)setiap pemilik dan/atau pcngelola tempat penginapan umum, hiburan, atau
seJenrsnya yang ruenjadi tempat bcresiko penularan HIV dan IMS tinggi wajib
memberikan informasi atau penJruluhaJr secara berkala mengenai pen-egahan
HIV-AIDS kepada semua pekerjanya.

(I2)Setiap pemilik dan/ atau pcngelola tcmpat penginap.rn umum, hiburan, atau
sejenisnya yang menjadi tempat beresiko penularan HIV dan IMS tinggi wajib
mendata pekerj a yang menjadi tanggungannya.

Baglea Kotige
Lerangea

P8!el t3
( 1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalarn bentuk apapun kepada

orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV-AIDS.
{21
(3)

Setiap orang dilarang melakukan Mand.otory HN Test.
Dikecualikan dafi ketentuan sebagqi'nang rlirnsksud pada ayat (2) adalah sebagar
berikut:
a. pada penugasan tertentu dala"' kedinasan Tcntara/polisi;
b. dalam keadaen gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien

y.rng secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
c. atas pcrmintean pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

Pemndang-undangan.



(a) Senap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilararg
mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan jaringan tubuhnya
kepada orang latn.

(5) Setiap orang ya-ng telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilarang denga.n
sengaja menula-rkan infeksinya kepada orang lain

(6) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan
j aringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV-AIDS kepada calon
penerima donor.

(7) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV-AIDS
seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

(8) Penyedia layanan kesehatan dilarang menolak memeberikan pelayanan kesehatan
pada pasien yang terinfeksi HIV-AIDS.

BAB VI
PERAI| STRTA UIISYARAI(AT

Pasd 14
(l) Masya-rakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS serta

pellindungan terhadap ODFIA ilan OHIDFIA dengan cara :

a. berperilaku hidup sehat;
b. meningkatlcan ketahanan keluarga;
c. mencegah tedadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODFLA, OHIDHA, dan

keluarganya; dan
d. aktif dalam kegiatan pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan

pendampingan terhadap ODFIA.
(2) Organisasi Profesi Kesehatan, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat berperal serta dalarn kegiatan penalggulangan HIV-AIDS serta
perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara aktif dalam kegiatan
sosialisasi dan penjangkauan resiko tinggi HIV-AIDS.

(3) Setiap desa membentuk Warga Peduli HIV-AIDS yang terintegrasi dalam Forum
Kesehatal Desa.

(4) Masyarakat mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan
IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.

BAB vII
PERAI{ DA.IY TANGGI'NG JAWAB ODIIA

Pagal 15
Peran dan tanggung jawab ODll./A yaitu :

a. mengikuti rehabilitasi;
b. tidak melakukan tindakan berisiko yang dapat menularkan HIV-AIDS kepada

orang lain; darr
c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS.

BAB vIU
PTMBIAYAAN

Pesal 16
(l) Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penanggulartgan HIV-AIDS

bersumber dari APBD dan sumber lain yang sa}l dan tidak mengikat.
(2) Belanja kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada SKPD yang terkait

dengan penanggulangan HIV-AIDS, sesuai kcbutuhan dan kemarnpuan keuangan
Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undanga-n.

AAA DK
PEMBINAAIY DAI{ PEI{GAWASAN

Pasal 17
(l) Pembinaan dan pengawasan penanggulangan HIV-AIDS dilakukan oleh Bupati.
(2) Bupati dapat mendelegasrkar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada SKPD yang mempunyai tugas di
bidang penanggulangan HIV-AIDS.



(3) SKPD yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana
' ditnakiud pada ayat (2) wajib berkoordinasi d6larn rangka pclnksrnaan

pembinaan d"rr p.ttga*""an Penanggulan8an HIV-AIDS'

BIIB X
SAJTXAI

P.sd la
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
pasj. ts a*i""t"r, santli aaministrasi dan/atau sanksi pidana sesuai keterrtuan

Peraturan Pen:ndang-undangan.

BAA )g
KETEITTT'AIT PERALIHAil

Pasd 19
KPAK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajtb

-"qy""rr"ii"o dengan Peratu-ran Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak

Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB 
'gIIGTEXTUAX PENITIUP

Pe!81 20
Peraturan Bupati ini mulai berl,aku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerin*lYt- pengundangan Peraturan Bupatr

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong'

Ditetapkan di Parigt
pad.a tanggal 4 Jnua't tolb

PARIGIUOUIOIIG,vTOMBOI.OTUTU


